PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 5 TAHUN 2003
TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DALAM WILAYAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pencemaran
Air dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 251
Tahun 2004, dinyatakan tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan periu dicabut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang
Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian
Pencemaran Air dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung ;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan
Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
(Lembaran Negara-Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3046);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3274);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
100 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3495);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pertanian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3568);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3699);

9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3888);

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembangian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3747);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2007 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 38 );

17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor
7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2008 Nomor 3 Seri 0 );

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
dan
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR DALAM WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG .

Pasal 1

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pengendalian Pencemaran Air dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2003 Nomor 1 Seri C),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 2
peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal November 2008

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal November 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto
IMAM MARDI NUGROHO

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2008 NOMOR 4 SERI D)
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